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Abstrak 

Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan strategis yang berpengaruh langsung terhadap 

kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah 

menekankan prinsip kesetaraan, praktik pendidikan di lapangan masih menunjukkan adanya bias gender dan 

ketidakadilan sosial yang bersifat struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teoritis 

gender dan keadilan sosial dalam pendidikan, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, mengkaji upaya 

yang telah dan dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berperspektif gender, serta menguraikan tantangan 

implementasinya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menelaah hasil-hasil penelitian 

nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan 

gender dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran, representasi dalam 

kurikulum, serta dampak jangka panjang terhadap kesempatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan 

transformasi pendidikan yang sistemik, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan 

keadilan sosial pada seluruh level kebijakan dan praktik pendidikan. 

 

Kata Kunci:  Gender, Keadilan Sosial, Pendidikan, Kesetaraan, Inklusi 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang berpengetahuan, kritis, dan mampu 

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka pembangunan nasional, pendidikan dipandang 

sebagai instrumen utama untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan struktural dalam masyarakat. 

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih memproduksi ketimpangan sosial, 

termasuk ketidaksetaraan gender, baik secara eksplisit maupun implisit (Nur, 2024). Ketidaksetaraan gender dalam 

pendidikan seringkali tidak tampak dalam bentuk penolakan akses formal, melainkan hadir melalui praktik sosial, 

kebijakan institusional, serta interaksi pembelajaran yang bias. Stereotip mengenai peran laki-laki dan perempuan 

mempengaruhi kesempatan belajar, partisipasi akademik, dan aspirasi pendidikan peserta didik (Maulana, Ayuningtyas, 

& Nabilah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan tidak cukup diukur dari angka 

partisipasi semata. 

Lebih jauh, isu gender dalam pendidikan berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial. Ketika sistem pendidikan 

gagal memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh peserta didik, maka pendidikan berpotensi memperkuat ketimpangan 

sosial yang telah ada. Pendidikan yang tidak sensitif terhadap perbedaan gender dan kondisi sosial-ekonomi justru dapat 

memperpanjang siklus ketidakadilan dalam masyarakat (Adib & Nurwahidah, 2024). Berangkat dari kondisi tersebut, 

artikel ini berupaya mengkaji secara kritis isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada 

analisis kerangka teoritis, bentuk ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, serta tantangan implementasi pendidikan 

berperspektif gender. Kontribusi artikel ini terletak pada penguatan analisis teoretis yang terintegrasi dengan konteks 

pendidikan di Indonesia, sehingga dapat memperkaya khazanah kajian gender dalam pendidikan, khususnya bagi 

pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif. 

 

 

METODE 
Tahapan Penelitian 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnal ilmiah dan repositori daring. Data 

dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait gender, 
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keadilan sosial, dan pendidikan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, kesenjangan penelitian, 

serta implikasi teoritis dan praktis dari temuan-temuan yang ada. 

Pendekatan Penelitian  

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data 

diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan lembaga internasional, serta publikasi ilmiah 

yang relevan dengan isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan. Literatur yang dikaji dibatasi pada publikasi 

sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan kajian. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gender, Keadilan Sosial, dan Pendidikan: Kerangka Teoritis 

Konsep gender dalam kajian pendidikan dipahami sebagai konstruksi sosial yang membentuk peran, perilaku, 

dan ekspektasi bagi laki-laki dan perempuan. Berbeda dari jenis kelamin yang bersifat biologis, gender merupakan hasil 

interaksi nilai budaya, norma sosial, dan praktik sehari-hari yang tercipta melalui proses panjang sosial historis (Nur, 

2024). Pemisahan antara gender dan jenis kelamin penting untuk memahami bahwa ketidaksetaraan dalam pendidikan 

bukan sekadar akibat perbedaan biologis, melainkan konstruksi sosial yang membatasi kesempatan belajar dan 

berkembang bagi individu berdasarkan persepsi gender yang dipaksakan masyarakat. Dalam konteks keadilan sosial, 

pendidikan dilihat sebagai mekanisme distribusi sumber daya yang harus menyediakan kesempatan dan hasil belajar yang 

adil bagi semua peserta didik. Keadilan sosial tidak hanya menuntut perlakuan yang sama, tetapi juga kebijakan yang 

mempertimbangkan kebutuhan berbeda berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan kultural peserta didik (Adib & 

Nurwahidah, 2024). Oleh karena itu, pendekatan keadilan sosial mengharuskan sekolah untuk mengatasi ketidaksetaraan 

struktural yang diwariskan oleh masyarakat. Teori kesetaraan (equity theory) dalam pendidikan menekankan bahwa hasil 

pendidikan yang adil hanya dapat dicapai apabila siswa memperoleh dukungan dan fasilitas sesuai kebutuhan masing-

masing. Artinya, perlakuan yang identik tidak selalu menghasilkan keadilan, karena siswa berada dalam kondisi sosial 

dan gender yang berbeda (Maulana, Ayuningtyas, & Nabilah, 2024). Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa 

kesetaraan gender harus diintegrasikan secara sistemik dalam kurikulum, pengajaran, dan manajemen sekolah. 

Pendekatan interseksionalitas semakin banyak digunakan dalam kajian gender dan pendidikan. Pendekatan ini 

menyatakan bahwa pengalaman siswa tidak hanya ditentukan oleh gender, tetapi juga oleh kombinasi faktor lain seperti 

kelas sosial, etnisitas, agama, dan disabilitas (Nengyanti et al., 2025). Dengan demikian, siswa perempuan dari keluarga 

berpenghasilan rendah atau dari wilayah pedesaan mungkin menghadapi hambatan yang berbeda dan lebih kompleks 

dibandingkan siswa perempuan dari keluarga mampu atau wilayah perkotaan. Teori kritis dalam pendidikan menyoroti 

bagaimana institusi pendidikan dapat mereproduksi ketidaksetaraan gender melalui praktik yang tampak netral tetapi 

sesungguhnya bias. Misalnya, buku pelajaran yang menampilkan perempuan hanya dalam pekerjaan domestik atau 

pengajar yang secara tidak sadar memberikan lebih banyak kesempatan akademik kepada siswa laki-laki (Ibda et al., 

2024). Praksis pendidikan kritis mengajak guru dan sekolah melakukan refleksi menuju pembongkaran struktur yang 

melanggengkan dominasi dan diskriminasi. 

Kerangka pedagogi feminis (feminist pedagogy) turut memberikan perspektif penting dalam pendidikan. 

Pedagogi feminis menekankan hubungan setara antara guru dan siswa, pembelajaran kolaboratif, serta pengakuan 

pengalaman hidup sebagai sumber belajar yang sah. Pendekatan ini menggeser pendidikan dari praktik hirarkis menuju 

pengalaman belajar yang lebih demokratis, sensitif gender, dan memberi ruang bagi suara kelompok terpinggirkan 

(Nurwahyuningsih, Nurianti, & Nurlinda, 2023). Selain kerangka teoritis internal pendidikan, teori pembangunan 

manusia (human development theory) turut menekankan bahwa pendidikan setara gender merupakan investasi sosial yang 

berdampak langsung pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bukti empiris menunjukkan bahwa 

kesenjangan gender dalam pendidikan berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, stagnasi pembangunan regional, dan 

rendahnya partisipasi perempuan dalam tenaga kerja (Agnes & Susanti, 2025). Dengan demikian, kesetaraan gender 

dalam pendidikan bukan hanya isu akademik, tetapi juga aspek strategis pembangunan nasional. 

Secara keseluruhan, kerangka teoritis ini memperlihatkan bahwa gender, pendidikan, dan keadilan sosial adalah 

isu yang saling terkait dan membutuhkan pendekatan multi-level: mulai dari analisis sosial-budaya, reformasi kebijakan 

pendidikan, hingga perubahan dalam praktik pengajaran. Keberhasilan mencapai pendidikan yang adil gender 

mensyaratkan pembenahan yang sistemik, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk menghapus hambatan struktural yang 

menghalangi perempuan dan kelompok rentan lainnya memperoleh pendidikan yang bermakna dan berkualitas (Karimah 

& Susanti, 2022). 
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Bentuk Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan 

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia tetap menjadi isu yang kompleks dan multidimensional, 

meskipun telah ada berbagai kebijakan nasional yang menekankan pentingnya kesetaraan akses dan partisipasi. Studi 

terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya terkait jumlah anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah, 

tetapi lebih mendalam pada kualitas pengalaman belajar dan persepsi mengenai peran gender dalam pendidikan (Nur, 

2024). Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan gender masih terstruktur dalam praktik sosial dan budaya masyarakat 

yang terlalu lama menganggap perbedaan gender sebagai sesuatu yang “alami” dan tidak perlu dipersoalkan. 

Dalam konteks akses dan partisipasi, ketidaksetaraan gender masih terlihat pada daerah-daerah terpencil atau 

wilayah dengan tingkat ekonomi rendah. Penelitian menemukan bahwa anak perempuan lebih rentan mengalami putus 

sekolah karena faktor ekonomi, perkawinan dini, atau beban kerja domestik yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-

laki (Agnes & Susanti, 2025). Meskipun data nasional menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di tingkat 

pendidikan dasar, sebagian besar peningkatan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam keberlanjutan pendidikan 

hingga tingkat yang lebih tinggi, terutama pada pendidikan menengah dan kejuruan. 

Ketidaksetaraan juga tampak dalam proses pembelajaran di kelas. Observasi empiris menunjukkan bahwa guru 

secara tidak sadar sering memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, dan 

percobaan sains, sementara siswa perempuan cenderung diberi peran administratif atau pemberi dukungan (Nengyanti et 

al., 2025). Kondisi ini memperkuat pola bahwa laki-laki dianggap lebih kompeten dalam bidang yang bersifat teknis atau 

analitis. Akibatnya, pengalaman belajar yang diterima siswa perempuan menjadi kurang menantang dan kurang memupuk 

keberanian mengambil risiko. 

Selain itu, ketimpangan gender terefleksi dalam materi ajar dan buku pelajaran yang masih sering 

menggambarkan peran gender secara stereotip. Banyak buku pelajaran menampilkan laki-laki sebagai sosok pemimpin, 

pekerja profesional, inovator, atau ilmuwan, sedangkan perempuan digambarkan sebagai pengurus rumah tangga, 

perawat, atau figur yang mendukung laki-laki (Maulana, Ayuningtyas, & Nabilah, 2024). Representasi yang tidak 

seimbang ini secara halus menanamkan pesan mengenai batasan sosial peran gender, yang akhirnya mempengaruhi minat 

dan aspirasi karir siswa. Dalam bidang pemilihan mata pelajaran dan jurusan, ketimpangan gender turut terlihat. Siswa 

perempuan masih kurang terwakili dalam mata pelajaran atau program kejuruan berbasis STEM (science, technology, 

engineering, mathematics). Penelitian menunjukkan bahwa stereotip “matematika cocok untuk laki-laki” dan “perempuan 

lebih baik dalam bidang sosial” terus diproduksi oleh guru dan masyarakat (Nurwahyuningsih, Nurianti, & Nurlinda, 

2023). Stigma ini membuat anak perempuan kurang percaya diri untuk mengambil bidang studi yang membutuhkan 

penalaran teknis, sehingga mempersempit peluang pendidikan dan karir mereka. 

Pada tingkat kebijakan institusi sekolah, ketidaksetaraan gender masih muncul dalam manajemen sekolah, 

perencanaan program, dan pengalokasian sumber daya. Data menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam pengelolaan pendidikan (Ibda et 

al., 2024). Akibatnya, kebutuhan khusus siswa perempuan, siswa penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya 

sering diabaikan, sehingga menciptakan pengalaman pendidikan yang tidak inklusif dan tidak setara. Ketidaksetaraan 

gender dalam pendidikan juga mempengaruhi hasil belajar dan kesempatan masa depan. Daerah dengan kesenjangan 

gender tinggi pada tingkat pendidikan menunjukkan tingkat literasi yang rendah dan pencapaian akademik yang lebih 

buruk, terutama bagi perempuan (Karimah & Susanti, 2022). Kesenjangan pendidikan ini kemudian berlanjut dalam dunia 

kerja, di mana perempuan cenderung memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dan akses terbatas pada pekerjaan formal 

yang bergaji tinggi. Dengan demikian, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan berimplikasi langsung pada 

ketidakadilan sosial yang lebih luas. 

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan 

nasional. Penelitian menunjukkan bahwa negara atau daerah yang gagal membangun sistem pendidikan yang setara 

gender mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lambat, tingkat kemiskinan lebih tinggi, dan produktivitas yang lebih 

rendah (Agnes & Susanti, 2025). Artinya, ketidaksetaraan gender bukan hanya isu moral, tetapi juga isu strategis dalam 

pembangunan sumber daya manusia. Maka, penghapusan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan merupakan langkah 

krusial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, produktif, dan berkeadilan. 

 

Upaya Mewujudkan Pendidikan Berperspektif Gender dan Keadilan Sosial 

Upaya mewujudkan pendidikan yang berperspektif gender dan keadilan sosial membutuhkan perubahan yang 

sistematis pada level kebijakan, institusi, dan praktik pembelajaran. Pada tingkat kebijakan, pemerintah perlu memastikan 

bahwa seluruh regulasi pendidikan mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender secara eksplisit sebagai bagian dari 

standar pelayanan minimal pendidikan (UNESCO, 2022). Integrasi tersebut mencakup penyediaan anggaran responsif 
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gender, penghapusan diskriminasi dalam penerimaan peserta didik, serta penyediaan fasilitas sekolah yang aman dan 

layak bagi semua kelompok. Pendekatan ini terbukti meningkatkan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap 

pendidikan bermutu di berbagai negara (OECD, 2021). 

Upaya kedua adalah peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan mengenai literasi gender, kesadaran 

kritis, serta kemampuan menerapkan pedagogi inklusif. Guru merupakan aktor utama dalam interaksi pendidikan 

sehingga pemahaman mereka tentang isu gender sangat menentukan terciptanya lingkungan kelas yang tidak bias (Sari, 

2023). Pelatihan yang terstruktur dapat membantu guru mengidentifikasi praktik diskriminatif yang tidak disadari, seperti 

stereotip dalam pembagian tugas atau penggunaan contoh belajar yang bias gender. Studi terbaru menunjukkan bahwa 

sekolah yang menerapkan pelatihan rutin tentang kesetaraan gender memiliki iklim pembelajaran yang lebih aman dan 

partisipatif (Jamilah, 2022). 

Selain pelatihan, reformasi kurikulum juga menjadi komponen penting dalam mewujudkan pendidikan 

berperspektif keadilan sosial. Kurikulum yang sensitif gender tidak hanya meniadakan materi yang bias, tetapi juga secara 

aktif memasukkan isu keadilan sosial, representasi perempuan, dan kelompok minoritas dalam seluruh mata pelajaran 

(Widyawati, 2021). Pendekatan ini membantu siswa memahami keberagaman perspektif, mengembangkan empati, serta 

menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ketidaksetaraan struktural. Integrasi tema gender dalam kurikulum terbukti dapat 

meningkatkan sensitivitas siswa terhadap isu diskriminasi (Morrison, 2020). 

Upaya selanjutnya adalah penyediaan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Kekerasan 

berbasis gender seperti perundungan, pelecehan, ataupun intimidasi menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan 

pendidikan bagi anak perempuan dan kelompok rentan lainnya (UNICEF, 2022). Sekolah perlu memiliki mekanisme 

pelaporan yang aman, layanan konseling, dan sistem respons cepat untuk menangani kasus kekerasan. Program sekolah 

ramah anak dan kebijakan anti-kekerasan terbukti meningkatkan retensi sekolah terutama bagi perempuan (Hasanah, 

2021). 

Penguatan peran keluarga dan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam upaya transformasi pendidikan 

berperspektif gender. Pola relasi gender di masyarakat seringkali mempengaruhi pandangan orang tua tentang pendidikan 

anak, misalnya anggapan bahwa anak laki-laki lebih layak mendapat pendidikan tinggi dibandingkan perempuan (Anwar, 

2020). Program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi kesetaraan gender, serta kegiatan parenting sangat penting untuk 

mengubah norma-norma yang membatasi partisipasi pendidikan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas terbukti 

dapat menurunkan angka perkawinan dini dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan (Rahayu, 2022). 

Tidak kalah penting, institusi pendidikan juga perlu memanfaatkan teknologi dan media digital untuk mendorong 

kesadaran publik mengenai kesetaraan gender. Platform pembelajaran digital dapat menjadi sarana kampanye, 

penyebaran modul edukatif, dan ruang diskusi bagi siswa, guru, serta orang tua (Kurniawan, 2023). Teknologi juga 

mempermudah pengawasan terhadap implementasi kebijakan responsif gender melalui pengumpulan data terpilah jenis 

kelamin secara real-time. Literasi digital yang inklusif memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman kritis terhadap 

bias dan stereotip yang mereka temukan dalam media (Nugroho, 2022). 

Upaya lainnya melibatkan penguatan jaringan dan kolaborasi dengan organisasi internasional, LSM, serta 

lembaga penelitian untuk mengembangkan praktik terbaik dalam pendidikan berkeadilan gender. Kemitraan ini 

memungkinkan sekolah mengakses sumber daya, modul pelatihan, dan pendampingan profesional yang telah teruji dalam 

berbagai konteks global (UN Women, 2023). Kolaborasi semacam ini membantu mengakselerasi reformasi pendidikan 

dengan pendekatan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan (Latifah, 2021). 

Keberhasilan mewujudkan pendidikan berperspektif gender dan keadilan sosial sangat bergantung pada 

komitmen institusional untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi yang responsif gender 

memungkinkan sekolah mengidentifikasi ketimpangan akses, partisipasi, serta capaian belajar antara kelompok siswa 

(Prasetyo, 2023). Dengan data yang valid, sekolah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, misalnya program 

remedial untuk kelompok rentan atau peningkatan fasilitas bagi siswa perempuan. Mekanisme evaluasi yang transparan 

dan partisipatif menjadi pondasi penting untuk menjaga keberlanjutan upaya keadilan sosial dalam pendidikan (Hidayat, 

2021). 

 

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Berperspektif Gender dan Keadilan Sosial 

Implementasi pendidikan berperspektif gender seringkali menghadapi hambatan struktural yang berakar pada 

ketimpangan sosial dan budaya. Salah satu tantangan terpenting adalah keberlanjutan budaya patriarki yang masih 

mendominasi dalam banyak komunitas. Nilai-nilai patriarki ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembagian 

peran gender, sehingga pendidikan bagi perempuan kerap dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki (Suryani, 

2022). Norma sosial yang membatasi mobilitas perempuan juga berdampak pada partisipasi mereka dalam pendidikan, 
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terutama di daerah pedesaan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Halim, 2021). Hambatan ini menunjukkan 

bahwa pendidikan berperspektif gender tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. 

Tantangan berikutnya muncul dari kurangnya kapasitas guru dalam memahami dan menerapkan perspektif 

gender di ruang kelas. Banyak guru masih mempraktikkan pola pengajaran yang bias, misalnya memberikan tugas 

berbeda berdasarkan stereotip gender atau lebih banyak memberikan kesempatan berbicara kepada siswa laki-laki 

(Kusumawati, 2023). Minimnya pelatihan komprehensif tentang gender menyebabkan guru sulit mengidentifikasi bentuk 

diskriminasi terselubung yang terjadi dalam interaksi pembelajaran (Rahmadani, 2022). Situasi ini diperparah oleh 

keterbatasan modul pelatihan berbasis bukti yang relevan dengan konteks sekolah di Indonesia. 

Hambatan selanjutnya adalah representasi yang tidak setara dalam materi ajar dan kurikulum. Dalam banyak 

buku teks, perempuan sering kali digambarkan dalam peran domestik, sedangkan laki-laki ditempatkan dalam peran 

profesional atau kepemimpinan (Yunita, 2021). Representasi yang bias tersebut membentuk persepsi siswa tentang peran 

ideal bagi masing-masing gender, sehingga melanggengkan stereotip sosial (Ramdani, 2020). Kurikulum yang tidak 

sensitif gender juga menyebabkan minimnya diskusi kritis tentang isu keadilan sosial, sehingga siswa tidak terbiasa 

menganalisis akar ketidaksetaraan secara mendalam. Infrastruktur sekolah yang tidak memadai juga menjadi hambatan 

signifikan, terutama bagi siswa perempuan dan kelompok rentan. Fasilitas dasar seperti toilet yang layak, ruang laktasi, 

serta sistem keamanan yang memadai seringkali belum tersedia secara optimal (UNICEF, 2022). Kekurangan 

infrastruktur ini dapat menghambat kehadiran dan kenyamanan siswa perempuan, khususnya selama masa menstruasi. 

Ketidakamanan lingkungan sekolah juga meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, yang pada akhirnya 

menurunkan motivasi belajar (Wijaya, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan berkeadilan gender 

membutuhkan dukungan fisik yang memadai. 

Selain itu, hambatan administratif juga sering muncul dalam bentuk kebijakan yang belum sepenuhnya responsif 

gender. Banyak sekolah belum menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk memantau capaian belajar 

atau partisipasi siswa (Fahmi, 2023). Kurangnya data yang akurat menyebabkan intervensi sekolah tidak tepat sasaran 

dan hanya mengandalkan persepsi subjektif. Di tingkat pemerintah, koordinasi antar-lembaga dalam mengarusutamakan 

gender masih belum kuat, sehingga implementasi kebijakan sering berjalan parsial dan tidak konsisten (Lestari, 2021). 

Faktor ekonomi juga memainkan peran besar dalam memperlebar ketimpangan akses pendidikan. Keluarga dengan 

pendapatan rendah cenderung memprioritaskan pendidikan anak laki-laki karena dianggap sebagai calon pencari nafkah, 

sedangkan anak perempuan diarahkan untuk bekerja informal atau membantu pekerjaan domestik (Ananda, 2022). Situasi 

ini semakin diperburuk oleh biaya pendidikan yang tidak sepenuhnya terjangkau, termasuk biaya transportasi, buku, dan 

seragam (Maulana, 2022). Kemiskinan terbukti memiliki korelasi kuat dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam 

pendidikan. 

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah bias dalam penggunaan teknologi digital. Meskipun teknologi 

dapat mendukung pembelajaran inklusif, kesenjangan akses digital antara laki-laki dan perempuan masih terjadi, terutama 

di wilayah yang infrastruktur digitalnya terbatas (Nugroho, 2023). Perempuan seringkali memiliki akses lebih rendah 

terhadap perangkat teknologi dan literasi digital, sehingga peluang mereka untuk mengikuti pembelajaran daring atau 

memanfaatkan sumber belajar digital menjadi lebih kecil (Sasmita, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi 

pendidikan juga dapat menciptakan bentuk ketidaksetaraan baru jika tidak diantisipasi. Hambatan terakhir terkait 

rendahnya komitmen institusi dalam melakukan monitoring dan evaluasi implementasi gender. Banyak sekolah tidak 

memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai efektivitas program kesetaraan gender (Prasetya, 2023). 

Evaluasi yang bersifat sporadis membuat sekolah sulit memetakan masalah utama dan menetapkan strategi perbaikan 

jangka panjang. Tanpa sistem pemantauan yang kuat, berbagai program kesetaraan gender berisiko menjadi formalitas 

tanpa perubahan nyata terhadap budaya sekolah (Hidayati, 2021). 

  

 

KESIMPULAN 
Isu gender dan keadilan sosial dalam pendidikan merupakan persoalan struktural yang memerlukan pendekatan 

komprehensif dan berkelanjutan. Ketidaksetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga 

mencakup proses pembelajaran, representasi kurikulum, dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan 

ekonomi. Integrasi perspektif gender dan keadilan sosial dalam kebijakan dan praktik pendidikan menjadi prasyarat utama 

bagi terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. 
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